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WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAREPARE,

PG K Dahws . Negern  Republk Indolisela’. addlah Negara yang
menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia, memberi
atas hak dan rasa aman bagi perempuan dan anak serta
bebas dari bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi
dan penelantaran;

b. bahwa perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai tunas
d'-'lﬂil!Hllm'llilllel:lnﬂtl'lulI'.ln.nana1:1e:ru1:|a]nm|:|l:uuu.l:ull.tl:«':i]:lntaanTl.:l-.wu:u
?m:mhuhhmwmd[ﬁndungidmdijmlmhm,
mmhtdmhmﬁrhylqujudanpmpwionﬂ,hnik
secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa
mmbﬂhnmh.mmmm:

c-mwmmmmmm;uthﬂupm
nyaman dan tlrllndm.lh-h-hl_m maka ia perlu mendapat




3.
;Jndanﬂ'l-mdang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
: Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1974 Nomeor 1);

c U“dlns-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
gn&k (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor
a?:‘;'lmhnhm Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

)i

Uﬂd&ng-Undmg Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
38B6);

6. Undanrumng Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak
Asasi

i Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 3327);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5604);

4 2003 Ten Ketenagakerjaan

8 Undlng-Undu:gHmnr]‘i;!H:hhun mt::smﬂ 3,
Tmhhmtﬂnhumﬂaprlnepubﬁklndmmuumurﬂml;

.Undm;—ﬂm;ﬂumﬂﬂhhuanmt_anaﬂm

3 Fhllﬁlk':n Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negaran Republik
Indonesia Nomor 59);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan
Kekerasan




16. Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidang
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
lsa,].'rhmh.h.“ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

lT.Umln:.-Undnng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
m:mmmmmnhm:un
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nmmﬂuhpimuhhdiuhhhehuqnhﬁmuuﬁr
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha
Kesejahteraan Anak bagi yang Mempunyai Masalah:

19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan
Konvensi Hak Anak;

20. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana
Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk
Untuk Anak;

!LMMMHMMMMWLM
Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahhun 2002 Tentang Rencana
Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak

(Trafiking};

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2007




BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah inj vang dimaksud dengan:

1.
2

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah daerah Kota Parepare.

Pemerintah Daerah adalah Walikota scbagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Parepare.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kebijakan adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur
dan/atau  kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman
penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak.
Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa
aman kepada korban melalui keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian,
kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik sementara maupun

Perintah perlindungan adalah penetapan dikeluarkan oleh Pengadilan
untuk memberikan perlindungsn kepada knr};n:

- Anak adalah Scseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk

anakymgmaaihdahmhndunpn‘
Pniindunm.nanakmiahhwhhqjﬂanuntukmmjnmindmmﬁnd i
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang ::’;
bﬁpnmmmmma]maidﬂwharhxdanmmhthmanudm
mmdapntperhndunmndmkﬂmmnndandnl:rimmu

Perlindungan khusus adalah perlh-ndunpnyangdibﬂ-ihnlmpnd.perem an
dmmkym:ghﬂhmmdmmhukum,mmmmﬂ:m
perdagnngkan,mugd:hurhnnpenynlapnmmﬂmﬁh. leohol, psikotropika
dan zat ndﬂ:uflnmnyn (napza), korban penculikan, penjualan, rorban
kckemun.dinhhm.hnrhanpﬂhkm—hhdnnpmﬂmum.
atauma.mﬁhuidmlnaknyn.amunnhmmyn,muihudunaﬂm:?
amuheluafplndamhdnhmmﬁam:kem;uuhh-uhmnidmm
derajat ketiga.

Penyandang Disabilitas adalah seseorang yang mengalami hambatan fisik
dq;mmmmwmbuhmdmmm“n
wajar.

14.wmmmmwmmmm
organisasi kemasyarakatan.
15,mmmmnmmmmmmmw

dan dipenubhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat.



17, = ﬂﬂﬂg&jﬂ- dEnE.a-n

fni]fg:%n fisik adalah setiap tindakan !’ﬂﬂid‘mm e ancaman
unak ik, -

ataupun ﬂunﬁé;kzikugt.an ataud tmns:en'jﬁ;uﬂ-ﬂ dan anak yang mengaki

atau diperic nyata, terhadap p® luka, kematian,
Perkirakan dapat menyebabkan cedera, '

Eangguan ata o tau pgrtumbUhﬂﬂ-

18. Penelant " Panyimpangn peis S han kebutuhan dasar dan

: aran adalah ti i menunan
Pengasuhan a It:ndakan pengabaian pe hi mengganggu  atau
mengh , Pperawatan & pemeliharaan Sehingea ak dalam
e Ehambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan an
19 Peuaal ba_ha}ra
- Penanganan adalah dilakukan sebagai upaya
: proses atau perbuatan yang di gl
l';i?ﬁb&hkan penanganan hukum tcﬁadap perempuan dan anak yang men_]adl
iy kekerasan dalam proses peradilan.
: H“p]':“m“' perempuan dan anak adalah setiap pelibatan perempuan dan anak
da;:a sengaja dalam kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan
. umbuh-kembang perempuan dan anak atau membahayakan keselamatan
::a;?p““" dan anak untuk tujuan membuat orang lain dapat memperoleh

21. Fik g cl'_‘“““m’ﬂ seksual, sosial, atau juga politik.

: !F;_loltnm adalah eksploitasi perempuan dan anak untuk tujuan mendapatkan

o manfaat bernilai ekonomi atau untuk tujuan mendapatkan manfaat seksual.

-E_lum adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

engajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

23. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang dan jenis
pendidikan tertentu.

24.Orangtua adalah orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik
melalui hubungan biologis maupun sosial.2

25. Peranr serta masyarakat adalah keterlibatan perseorangan, kelompok, keluarga,
organisasi profesi, pen‘g'l:mnha dan organisasi kemasyarakatan yang menunjang
penyelenggaraan pendidikan.

26. Sekolah ramah anak adalah Upaya komprehensif yang dilakukan oleh sekolah
untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ramah bagi anak sehingga anak
terhindar dari perlakuan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

27 Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial adalah perbaikan, penempatan atau
pengembalian hak untuk memulihkan atau menyatukan kembali korban

BAB Il
RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
daerah ini meliputi :
lingkup pengaturan dalam peratiret :
perlindungan Perempuan dan Anal;
b. m% dalam hal pencegahan dan Penanganan di tempat

c. Perlindungan

Kkerja; I ”mmmmhmkhmunm
d. Perlindunga g

yorban dan saks: dan Anak mengikuti Musrenbang;

Peran Serta PO o Evaluasi; Pasal 3 i




Pasal 3

Perﬁ“d‘{nm perempuan dan anak berdasarkan asas :
Responsif;

[ntegrasi;

Kerahasiaan;

Non diskriminasi;

Kepentingan yang baik bagi anak;
Penghargaan terhadap pendapat anak;

meronge

Pasal 4

Perlidungan perempuan dan anak bertujuan memperkuat upaya perlindungan dan
menjamin perempuan dan anak, agar terhindar dari segala bentuk :

a. Kekerasan;
b. Eksploitasi;
¢. Diskriminasi;
d. Perlakuan salah; dan
e. Penelantaran.

BAB Il

HAK PEREMPUAN DAN ANAK
Bagaian Kesatu
Hak Memperoleh Keadilan
Pasal 5

(1) Perempuan dan anak berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan
permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata
maupun administrasi.

(2) Perempuan dan anak berhak mengikuti proses peradilan yang bebas dan tidak
memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang
obyektif dan hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil
dan benar.

Bagian Kedua
Hak Atas Rasa Aman

Pasal 6

Perempuan dan anak berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan
terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 7

Perempuan dan anak berhak hidup dalam tatanan keluarga dan masyarakat yang
ramah, damai, dan tenteram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan
hak-hak yang dimilikinya.

Pasal 8

Perempuan berhak mendapatkan perlindungan terhadap hal-hal yang dapat
mengancam keselamatan dan kesehatan berkenaan dengan fungsi reproduksi

perempuan.

I e e



Pasal 9

(1) Pere
m
Puan berhak memperoleh keterampilan sebelum memasuki bursa kerja.
(2) Keterampilan :

Perempuan ¢ €bagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membekali

alam memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai.

(3) Keterampil an

Pelatihan yang Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Kkursus atau

disediakan oleh pemerintah daerah dan/atau swasta.

S BAB IV
JIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

a. memberik . | '
dan an ak‘an perlindungan, pemenuhan dan menghormati hak azasi perempuan
D.

melibatkan masyarakat dan keluarga dalam melakukan pencegahan dan
P€nanganan korban perempuan dan anak.
C. melakukan pencegahan dan penanganan korban perempuan dan anak korban

sebagaimana diatur pada ayat (2) dengan memfungsikan P2TP2A dan/atau
trauma centre.

d. menginisiasi pra musrenbang Kkhusus perempuan dan anak sebelum
musrenbang kelurahan.

Pasal 11

Ketentl:la_n lebih lanjut mengenai penanganan korban perempuan dan anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Walikota

Pasal 12

Tanggung jawab Pemerintah Daerah:

a. melakukan pencegahan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan
eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

b. melakukan upaya penanganan melalui mekanisme rujukan.
c. menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi untuk pemulihan korban

kekerasan perempuan dan anak. _

d. sarana dan prasarana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pad.a ayat (3)
diselenggarakan secara gratis bagi anak penyaqda.ng cacat, anak jalanan dan
anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan
HIV/AIDS, tereksploitasi secara ekonomi dan seks:ual, korban perdagangan
orang, penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adaptif lainnya

(NAPZA). e
e. mengalokasikan anggaran untuk biaya penanganan korban kekerasan terhadap

perempuan dan anak.

- Bagian Kesatu -
 Perencanaan Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 13




2 i
(2) Eﬂéﬂ dan informasj sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut tentang
- ata perempuan dan anak yang rentan mengalamai kekerasan, eksploitasi,

» perlakuan salah dan penelantaran;
b. Prevalensi kasus: pe

¢. Cakupan kasus: dan
d. Evaluasi program dan layanan.
(3) Data dan informasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

(4) 3&]:3 dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam
OKumen data (Parepare dalam Angka) secara berkala.

(S) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diperlukan untuk
E:-.:]:]mm kebijakan dan intervensi program perlindungan perempuan dan

(6) Pengolahan data dan informasi dikoordinasikan oleh SKPD/unit kerja yang
membidangi perempuan dan anak.

Bagian Kedua
Perlindungan Perempuan
Pasal 14
(1) Setiap Perempuan berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan kekerasan,
eksploitasi dan diskriminasi.
(2) Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi;
b. ancaman fisik dan mental;
c. perahasiaan identitas korban dan saksi; dan
d. pemberian keterangan selama proses hukum berlangsung.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan perempuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Perlindungan Anak

Pasal 15
(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan kekerasan,
eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :_:mliputi:
% a. p:r]i:dungnn nm;c keamanan pribadi korban atau saksi,

b. ancaman fisik dan mental,
i identitas korban dan saksi

3 serta pemberian keterangan selama proses hukum berlangsung.

(3) Mekanisme perlindungan anak sebagaimana di maksud pada ayat (2) mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak di Sekolah
Pasal 16
dﬂnkul?lindeh;uru.pmpbhnknlthu teman-temannya di dalam sekolah.



Pasal 17

(1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan model sekolah ramah anak.

(2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya
bersama dari warga sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan
nyaman bagi anak di sekolah.

{3) Mengembangkan partisipasi anak sesuai dengan usia dan kematangannya.

(4) Anak yang berasal dari keluarga miskin dan/atau penyandang disabilitas
berhak mendapat perlakuan yang sama dan adil untuk memperoleh layanan
dan bimbingan di sekolah.

Pasal 18
(1) Kepala sekolah melengkapi sekolah yang dipimpinya dengan fasilitas yang
esponsive gender.
(2) Fasilitas yang esponsive gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. toilet/WC ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan dan antara guru
dan murid;
b. meja guru dan meja siswa dilengkapi penutup;
. menyiapkan guru terlatih untuk mengajar siswa penyandang disabilitas.

Pasal 19

Untuk menghindari siswa bolos pada saat jam belajar sedang berlangsung, kepala
sekolah menugaskan guru secara bergilir mengontrol seluruh siswa.

BAB V1
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN

Pasal 20

(1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pencegahan terhadap
kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran dan perlakuan

galah lainnya.
(2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
diseminasi dan advokasi.
(3) Diseminasi dan advokasi ueb-gajmnldimkmdpndlmtm meliputi:
a. kampanye penyadaran, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang
perlindungan mk._

(4 ;:::m aksesibilitas untuk pendidikan formal atau
wﬂﬂihlllwm




BAB VII
PENGADUAN

Pasal 21
(1) Setiap korban dan/atau saksi yang melaporkan pengaduan kasus harus
menuldg]?at jaminan kerahasiaan identitas pribadi, identitas keluarganya,
domisili dari pengelola P2TP2A.
(2) Laporan pengaduan kepada P2TP2A wajib memberi pelayanan dan

penanganan cepat kepada korban dan/atau saksi dengan berkoordinasi
dengan pemberi layanan yang dibutuhkan korban.

Pasal 22

(1) SKPD yang diberi tugas pemberdayaan perempuan menugaskan paralegal
melakukan kampanye pencegahan segala bentuk kekerasan perempuan dan
anak serta pendampingan korban.

(2) glK:D j;gng diberi tugas pemberdayaan perempuan menyusun prosedur yang

eliputi :

a. pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan
perempuan dan anak,

b. mekanisme penyampaian pengaduan dan penanganan kasus kekerasan
perempuan dan anak.

(3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. menerima pengaduan;
b. mengidentifikasi jenis masalah dan rencana penanganannya;
¢. melakukan tindakan penyelamatan korban:
d. menempatkan korban di rumah aman atau Trauma Center yang dikelola
SKPD yang diberi tugas sosial:
e. :tnelaporkan pengaduan kepada pejabat yang diberi wewenang untuk itu;
an
f. memproses sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PENANGANAN KORBAN

Pasal 23
(1) Setiap perempuan dan anak dan/atau keluarga yang mengalami kekerasan
berhak melapor kepada kepolisian atau kepada P2TP2A.
(2) Setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan wajib mendapat
penanganan secara cepat dari P2TP2A.

(3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bantuan hukum berupa pendampingan hukum korban;

b. pelayanan kesehatan atau layanan '
c. bimbingan rohani dan dukungan psikologi.

Pasal 24

1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat a
l}mmm-num&nmnﬂmmwm
Bantuan Hukum atau yang bekerja secara

Organisasi
ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Advokat ............



(2) Advokat atau Pekerja Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud t (1
mﬁmm&mMpdﬂanmupmﬁlwﬁm S

(3) Dalam hal memberikan konsultasi hukum, Advokat atau pekerja Bantuan
Hukum menyampaikan informasi.

(4) Informasi yang disampaikan sebagaimana diatur pada ayat (3) berupa hak
korban dan proses peradilan.

{ﬂmw_dimﬂnmdpﬂdlmtﬂ}hlm-mmdneﬁkh
profesian yang meliputi:
a.mwmmmmmmmp

tingkatan pemeriksaan;

h.mmﬂikukm-bmpadaruangkhum:ymgmmiuh;
c_m-mmemrﬂnnuehaﬂmyapermpummmemﬂiﬁmkﬁl

6) Mjluhlntumhukumdﬂmlohol:hSKPDymgmmﬂﬁkimmdmfum
pemberdayaan perempuan.

Pasal 25
(1) wmmmnﬂdﬂ sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat
mmhmm
a. rawat gawat darurat;
b. rawat jalan atau rawat inap;
mm&nhﬁm
d. pembuktian DNA;
a.pn-upu-hnd-im-ah.ﬂdmuun perkosaan;
£ mmmmfmmmwﬂlﬁ“’“m
HIV/AIDS kepada bayinya;
g ruang khusus VCT dan CST yang terpisah dengan pasien umurm.

@ mmuﬂﬂﬂmﬂmmm




Pasal 27

(1) Bimbi
) Bimbingan rohan; gan dukungan psikis dilakukan oleh rohaniawan dan

(2)

(3)

(1)
]

(1)

(2)

(1)

(2)

knnuh}r terlati ) : .
gas tih yang ditunj i ' rintah daerah yang diberi
tugas dan fungsi :ua:,E] itunjuk oleh unit kerja peme

gmbi’“biﬂﬂ _Tohani dan konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
*ndampingi korban secara intensif dan tidak boleh menyalahkan korban.

Biaya F'cn!bimhing rohani dan konselor dikelola oleh SKPD yang memiliki tugas
dan fungsi sosial.

BAB IX
REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL

Pasal 28
Pelaksanaan Rehabilitasi dilakukan oleh dinas yang memiliki tugas sosial.

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Trauma Centre

dengan tugas:
4. menyampaikan perkembangan korban kepada orang tuanya atau keluarga

yang dipercaya oleh korban;
b. mempertemukan korban dengan orang tuanya atau keluarganya atau

pengganti keluarga;
¢. merujuk ke layanan kesehatan atau pendidikan dan layanan lainnya yang

dibutuhkan korban; dan
d. memantau perkembangan korban minimal sekali seminggu setelah berada di
lingkungan keluarganya atau pengganti keluaganya.

Pasal 29

Pelaksanaan Reintegrasi sosial dapat dilakukan melalui kerjasama lembaga
sosial kemasyarakatan yang mengelola panti asuhan.

Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

a. dialog keluarga korban;

b. kesepakatan bersama warga; dan/atau

c. pendampingan keluarga korban.

Pasal 30

Untuk menyebarluaskan informasi yang berkaitan masalah-masalah yang
berpotensi menjadikan perempuan dan anak sebagai korban, pemerintah
daerah membuatkan media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE| dan
disebarkan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Masalah-masalah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. perdagangan manusia;

b. HIV/AIDS;

c. KDRT;

d. abortus (akibat kekerasan);

e. hak-hak pekerja khususnya pekerja perempuan;

f. pemenuhan hak anak; dan

;.zl“kuhh-mlnllh lain yang terkait dengan perlindungan perempuan dan
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(3)
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Pasal 31

s :

l:::f; “::_‘:uimjlbm menjaga ibu hamil dan anak dari asap rokok dan dari
yan men, atau mengancam kesehatan

dan keselamatan ibu h.‘mhrpomihhnmk. i o)

U
“t“kk I:enim kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan anak dari asap
Sanay blﬂmm-_t dimaksud dalam ayat (1), seseorang yang sedang merokok
hﬂ‘ldlrnimmnlﬂtﬁy] meter dari posisi ibu hamil dan anak.

L

m:::';‘“:‘b:i:ﬂ 'l:eThntln bayi dari ASI tanpa halangan, pemerintah daerah

yang bl:ietb?:eﬁn;:;ﬁzr&‘ umum untuk menyediakan ruang menyusui
Pasal 32

Setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, setelah

m :
mthtg:mt perawatan kesehatan, pendamping mengamankannya di trauma

ﬁeﬂup tahun pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan konsultan
ukum dan rohaniawan untuk mendampingi korban.

SKPD yang yang diberi tu
gas pemberdayaan perempuan bertugas
meningkatkan kapasitas konselor dan para paralegal yang telah direkrut.

BAB X
PEREMPUAN DAN ANAK DI TEMPAT KERJA

Pasal 33

Perusahaan harus memposisikan pekerja perempuan sebagai mitra kerja untuk
membesarkan perusahaan.

Setiap perusahaan dilarang merekrut tenaga kerja anak dibawah umur atau
mengeksploitasi anak.

Pasal 34
melebihi jam kerja, perusahaan wajib
menyecliakan ang mbur sewuai KelentuAR peraturan perundang- undangan

pekerja




Pasal 36

(1) Perusahaan da.'lnm merekrut seorang pekerja, wajib menyediakan kontrak
kerja yang berisi hak dan kewajiban pekerja sebagaimana ketentuan
Perundang-undangan.

Perusahaan dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhada
perkerja perempuan dengan ala:!-n_ﬂ pernikahan kecuali b-crtentanga.n dengai
kontrak kerja yang telah disepakati.

Perusahaan yang mempekerjakan perempuan pada malam hari, wajib
menyediakan transportasi antar jemput.

(2)

(3)

BAB X1
KOORDINASI DAN EVALUAS]

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 37

(1) Koordinasi antar SKPD dan antar pemerintah daerah meliputi:

rujukan layanan kesehatan kepada korban;

bantuan hukum;

pemulangan korban perdagangan orang;

reintegrasi sosial;

pengembangan bentuk perlindungan perempuan dan anak; dan

hal lain yang dibutuhkan.

(2) Pengembangan bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf e meliputi:
a. proses mediasi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

b. pendampingan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan orang hidup dengan
HIV/AIDS (OHIDHA);

¢. pendampingan korban perdagangan manusia;

d. anak korban dan eksploitasi seks atau eksploitasi lainnya; dan

e. masalah lain yang berkaitan langsung dengan upaya perindungan
perempuan dan anak.

mheAa0 o

Pasal 38

(1) SKPD yang membidangi urusan perencanaan, mengkoordinasikan program
perempuan dan anak dari kekerasan, eksploi d
diskriminasi dengan SKPD terkait. Yy i b
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai urusan perencanaan dan koordinasi
WWMW{H&MMMWWM.



(1)
(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(1)

(2)

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 39

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak
pemerintah daerah melakukan evaluasi dengan membentuk Gugus Tugas. :

Gugus Tugas diberi tugas melaksanakan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) kali
dalam 2 (dua) tahun.

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi dengan anggota tim gugus tugas.

b. melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
dan anak.

c. melakukan rehabiltasi dan reintegrasi sosial.

d. menyusun mekanisme kerja.

e. melakukan diskusi rutin dengan tim anggota gugus tugas terkait evaluasi
pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak.

Tata cara menjalankan tugas Gugus Tugas melalui tahapan:

mengkoordinasikan pelaksanaan Perda;

melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi kepada pihak terkait;

menyusun rencana aksi daerah;

mengkoordinasikan rencana aksi daerah kepada SKPD terkait; dan

melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan setiap akhir tahun.

Gugus Tugas berkedudukan di SKPD yang membidangi pemberdayaan
perempuan.
Pembentukan Gugus Tugas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

oo P

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA

Pasal 40

Masyarakat dan sektor swasta berperan serta membantu upaya perllindpngan

perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan

Skl

Bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berupa: AP

a. melaporkan atau memberi informasi peristiwa kekerasan, eksploitasi dan
diskriminasi yang dialami perempuan dan anak;

b. menyediakan rumah aman dan rumah singgah; ;

c. mendirikan tempat rehabilitasi anak korban penyalah gunaan narkotika,
alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya; o .

d. mnmbnriklnbmh:mhu]umhduukymbuhndnpundmgan ukum;

e. mmhaﬂunbuﬂmwm;
f taman bermain anak; dan e
g pmmhm-mmdmum-puﬂndumﬂ -




Pasal 41

Keluarga korban atau masyarakat yang mengetahui adanya kasus kekerasan
berhak melaporkan ke P2TP2A

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

BAB X1l
PENGHARGAAN

Pasal 42

Pemerintah Daerah mzmbmikf;.n pengharagaan kepada setiap orang dan/atau
lembaga yang secara komitmen memberikan perhatian penuh dalam
penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

I;F:ngh:rgann sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian dalam
ntuk:

a. piagam; dan/atau

b. bentuk lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan
Walikota.

BABE X1l
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Biaya penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
didasarkan pada kemampuan keuangan daerah.

Biaya penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak wajib dikelola dan
dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Pengelolaan dan pertanggunjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan oleh SKPD/unit kerja terkait sesuai ketentuan perundang-
undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana,
penyidikan dapat juga dilakukan oleh penyidik di lingkungan
PemerintahDaerah yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan
penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




(2)

Penyidik g&mwm Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
4. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
tindak pi

bﬂl‘kﬂnu.ndtnpn pidana agar keterangan dan laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan atas kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana;

€. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana;

d. melakukan pemeriksaan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana;

g menghentikan dan/atau melarang sesorang meninggalkan ruangan atau
Hmﬁ:lmgdtnfmudukumﬂnmdimmw
pada huruf c;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana untuk
didokumentasikan;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi; dan

j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang
adanya tindak pidana.

- BAB XV
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